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• 

BUPATI SUMBA BARAT DAYA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA 
NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang • 

• 

BUPATI SUMBA BARAT DAYA, 

a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda 

identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga 

penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sumba Barat Daya perlu diatur secara 

lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban; 

b. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 

belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap 

penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas 

bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu disesuaikan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,  perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pakaian 
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

1958 tentang 

dalam Wilayah Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2. 

• 

• 
Mengingat 

Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Menetapkan : 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 

tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 488); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAlAN DINAS 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LING KUN GAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan 

identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan . 

2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian 

Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk 

digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 
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3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut 
PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan 

oleh perangkat daerah tertentu. 
4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian 

• 

Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resm, 
bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan 
pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional 

serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 

5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat POL adalah Pakaian 
Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan. 

6. Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur yang 
selanjutnya disebut PDH Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur 

adalah Pakaian Dinas Harian menggunakan bahan tenun ikat motif daerah 

Nusa Tenggara Timur yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari­ 

hari. 
7. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat POU adalah Pakaian 

Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara 
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya. 
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat 

Daya. 
1 1 .  Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya. 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 

ASN dalam menggunakan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 

kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta 
mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.] 
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BAB II 
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 
f. 

g. 

PDH 
' 

PDH Perangkat Oaerah Tertentu; 
PSL; 
PDL: 

' 
POL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; 
PDU: 

' 
Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Pakaian Dinas harian 

Pasal 4 

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: 

a. PDH khaki ; 

b. PDH kemeja putih; 

c. PDH tenun ikat Motif daerah Nusa Tenggara Timur; dan 

d. PDH batik. 
Pasal 5 

(I)  PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: 

a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek 
digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; 

b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat 

administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat 

fungsional baju dimasukan ke dalam celana; dan 

c. PDH khaki untuk wanita dapat menggunakan celana panjang saat 

melaksanakan tugas ke luar Daerah. 
(2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hani] 

senin dan selasa. 
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(3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat 
administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat 
fungsional baju dimasukkan ke dalam celana. 

(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(1).  PDH kemeja putih sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri 
atas: 
a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek 

digunakan oleh pejabat pirnpinan tinggi pratarna; dan 
b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat 

administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat 
fungsional. 

(2). PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara 
• resm. 

(3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju 

dimasukkan ke dalarn celana. 
(4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu. 
(5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) PDH tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah 

pada hari kamis, hari jumat. 

(2) Pakaian khas Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar 

kebudayaan. 
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(3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah. 

Pasal 8 

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN 
pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. 

Bagian Ketiga 
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu 

Pasal 9 

(1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b digunakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam 
Kebakaran. 

(2) PDH sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada 
Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 

perangkat Daerah. 

Bagian Keempat 
Pakaian Sipil Lengkap 

Pasal 10 

(1)  PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN 
di lingkungan Pemerintah Daerah pada: 
a. 

b. 

C. 

d. 
e. 

acara kenegaraan; 
• acara resm; 

perjalanan dinas ke luar negeri; 
acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan; 
pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; 
dan 

f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, • sesual 

(2) PSL 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan 
panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan 
sepatu hitam.} 

6 



(3) PSL untuk ASN perempuan berupajas berwama gelap, kemeja putih, rok 

atau celana panjang yang berwama sama dengan jas, dan sepatu hi tarn. 

(4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 

Pakaian Dinas Lapangan 

Pasal 1 1  

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat 
melaksanakan operasional di lapangan,pada saat situasi tertentu dan 

penugasan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam 
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya 

pada Perangkat Daerah Tertentu 

Pasal 12 

(1)  PDL dan Operasional Lainnya pada perangkat Daerah tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh : 

a. satuan polisi pamong praja; 
b. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
b. badan penanggulangan bencana daerah; 
c. dinas perhubungan; 
d. badan pendapatan daerah; 
e. rumah sakit umum daerah; dan 

f. pusat kesehatan masyarakat. 
(2) PDL dan operasional lainnya pada perangkat Daerah tertentu 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan saat bertugas diluar \, 
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kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Jenis dan model POL dan operasionaJ lainnnya pada perangkat daerah 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 

Pakaian Oinas Upacara 

PasaJ 13 

(1) POU sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 3 huruf f digunakan pada saat 

pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun 

Oaerah dan hari besar lainnya. 

(2) Jenis dan model POU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah 

sebagaimana tercantum daJam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedelapan 

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia 

PasaJ 14 

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf g, digunakan pada saat: 
a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; 
b. tanggaJ 17 ( tujuh belas) setiap bulan; 
c. upacara hari besar nasionaJ; dan 

d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai 
Republik Indonesia. 

(2) Jenis dan model pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik 
Indonesia sebagaimana tercantum daJam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.} 
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BAB III 

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS 

Bagian Kesatu 

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas 

Pasal 15 

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari: 

a. tanda jabatan; 
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; 
c. papan nama; 
d. nama kementerian dalam negeri; 

e. nama Pemerintah Daerah; 
f. lambang Pemerintah Daerah; dan 
g. tanda pengenal. 

Pasal 16 

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a 

merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu 

yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup 
wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan 

Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. tandajabatan bahu; 

b. tandajabatan kerah; dan 

c. tandajabatan saku. 

(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 
(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

huruf a dikenakan pada Iidah bahu dan digunakan pada saatt 
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• 

kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan 

kegiatan/ acara tingkat kabupaten/kota. 
(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat 
menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, PDH Tenun lkat 
Motif daerah Nusa Tenggara Timur, pakaian seragam batik Korps Pegawai 
Republik Indonesia, dan PDL. 

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan 

pada saat kegiatan/ acara tingkat nasional, kegiatan/ acara tingkat 
provinsi, dan kegiatan/ acara tingkat kabupaten/ kota. 

Pasal 18 

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a 

berupa: 
a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna 

perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; 

b. 1 {satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar 

berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat 

Daerah; 

c. 3 {tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna 

perak bagi camat; dan 
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna 

perak bagi lurah. 

Pasal 19 

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b 

berupa: 

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagijabatan Sekretaris Daerah; 

b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf 

Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; 

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan 

d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Iurah. 
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Pasal 20 

Tandajabatan saku terdiri atas: 

a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan 

b. tandajabatan saku camat dan lurah. 

Pasal 21 

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g 

digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas. 

(2) Wama dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan 

yang dijabat oleh ASN. 

(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki. 

(4) Wama dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 

a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; 

b. biru untuk pejabat administrator; 

c. hijau untuk pejabat pengawas; 

d. orange untuk pejabat pelaksana; dan 

e. abu-abu untuk pejabat fungsional. 

Pasal 22 

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri 
atas: 

a. tutup kepala; 

b. ikat pingggang; dan 

c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu POL yang digunakan sesuai 
dengan jenis Pakaian Dinas. 

Pasal 23 

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas: � 
a. peci nasional; 

b. mutz; dan 

c. topi pet. 
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(2) Bentuk dan waktu penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 24 

Pendanaan PDH Khaki di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

B AB V  

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 25 

(1)  Bupati melalui sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap 

penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Bupati melalui inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 26 

Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan publik di lingkungan 
Pemerintah Daerah diatur sesuai kebutuhan. 

Pasal 27 

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib : 

a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap; 
b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi laki-laki;dan 
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok. } 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat 

Daya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten 

Sumba Barat Daya Tahun 2016 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

• 

• 

, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat 

Daya. 

NNUWULLA u 

Ditetapkan di Tambolaka 

pada tanggal, 2o Macet 20 
FA 

BUPATI SUI {A\BARAT DAYA 

' e  rt  }  

_ .  

'  

•  

2025 

Diundangkan di Tambolaka 

pada tanggal, 2o Macek 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPA' A BARAT DAYA, 

• 

- 
• 

' 

ET UNDU OBERTUS NAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA 

NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA 

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki 

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria 

er e e e 
• • • • • •  •  •  

•  
r  •  

-  -  

b  «  g  ,  -..  
h  

-  «  -  -  
€  -  $  •  h  •  •  

'  ,, 
• 

• J 

t 

-- k 

I • 

Keterangan: 
a. tanda jabatan kerah 

b. nama Kementerian Dalam Negeri 

c. papan nama 

d. kancing 

e. ikat pinggang 

f. kerah 

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

h. nama daerah 

i. lambang daerah 

j. tanda pengenal 

k. saku celana depan 

I. sepatu hitam 
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2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita 

g 

b h 
« 

J 

• 

.arr I  unrr  

c • 
•  

s •  J  

d «  

•  k 

e •  
I  

f  «  

Keterangan: 
a. tanda jabatan 
b. lidah bahu 
c. nama Kementerian Dalam Negeri 
d. papan nama 
e. saku kemeja 
f. kancing 
g. kerah re bah 
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. nama daerah 
j. lam hang daerah 
k. tanda pengenal 
I. rok panjang/ celana panjang 
m. sepatu hitam � 
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3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab 

- - 

- - 

g 

b h « l 

I 
• 

• 1 

C • 

ti • 

• J 
d 

k 

e 

• I « 

f 

m--- 

Keterangan: 

a. tanda jabatan kerah 

b. lidah bahu 

c. nama Kementerian Dalam Negeri 

d. papan nama 

e. saku kemeja 

f. kancing 

g. kerah rebah 

h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

i. nama daerah 

j. Jambang daerah 

k. tanda pengenal 

I. celana panjang/rok 

m. sepatu hitam 
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-------------�a-- 

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil 

a g 

• h 

• 

f Cr I 

l. C I 

i J 

d 
k 

e 

« 

f 

Keterangan: 
a. tanda jabatan kerah 
b. lidah bahu 
c. nama Kementerian Dalam Negeri 
d. papan nama 
e. sambung baju 
f. kancing 
g. kerah rebah 
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
i. nama daerah 
j. lambang daerah 
k. tanda pengenal 
I. sambung bahu belakang 
m. sambung baju belakang 
n. sepatu hitam 
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5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab 

a g 

b ► h 

I 0mo ► i 
or 

C « 

l - ·  $  J  

d  
k  ►  

r  

I  l  

Keterangan: 

a. tanda jabatan kerah 

b. lidah bahu 

c. nama Kementerian Dalam Negeri 

d. papan nama 

e. sambung baju 

f. kancing 

g. kerah rebah 

h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

i. nama daerah 

j. Iambang daerah 

k. tanda pengenal 

I. celana/rok 

m. sepatu hitam 
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B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih 

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria 

• • 
a e - - 
b f 

' " • 
'< ; V 

g 

t' 
« / «  

s  

C  

7l 4]' E h 

' d 
•  

•  
., 

I ' '  
•  I 
J 

k 

I 

Keterangan: 

a. tandajabatan kerah 

b. nama Kementerian Dalam Negeri 

c. papan nama 

d. kancing 

e. kerah 

f. lidah bahu 

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

h. nama daerah 

i. lambang daerah 

j. tanda pengenaI 

k. ikat pinggang 

I. sepatu hitam 
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2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab 

l 

I 
I 

a • f 
e 

b 

L 
g 

.° • h 
J 4 \ I 

• 

h • • *l C 

' I I · \ 
d • 

• J 

e 

Keterangan: 

a. tandajabatan kerah 

b. nama Kementerian Dalam Negeri 

c. papan nama 

d. saku 

e. kancing 

f. kerah rebah 

g. Jencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

h. nama daerah 

• Jambang daerah I , 

• tanda pengenal J 

k. celana panjang/rok 

I. sepatu hitam ]e 
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3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita 

k 
] 

,. • 

I 
• r 

b 

• 
• g • 

4 . \  I  
L  

f  

; /  -  h  

' I ­  �  •  

r  (  •  4  -+k 

f 
e <J 

• •  

• 

' ( d • 

• J , 

I t « 

1 

Keterangan: 
a. tandajabatan kerah 
b. nama Kementerian Dalam Negeri 
c. papan nama 
d. saku 

e. kancing 
f. kerah rebah 
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
h. nama daerah 
i. lambang daerah 
j. ta nda pengenal 
k. celana panjang/rok 
I. sepatu hitaml 
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4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab 

\ 
\ 
' 

t 

f 

h 

• 

• I 

• f 

• g 

I 

f 

' I 

MM 

d 

C • 

a 

k •--� 

Keterangan: 
a. tandajabatan kerah 
b. nama Kementerian Dalam Negeri 
c. papan nama 
d. tanda pengenal 
e. kancing 
f. kerah rebah 
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
h. nama daerah 
i. lambang daerah 
j. celana panjang/rok 
k. sepatu hitam } 
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5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil 

ht 

- k 

a 

7 
r • r 

b .  

-1L 
• g 

L f 
• 

- h I 
- 

1 ( 

' \ •  i 
• I 

d I I 

1 
\ 

'  I  
e 

I I 
I 

\ I 

Keterangan: 

a. tandajabatan kerah 

b. nama Kementerian Dalam Negeri 

c. papan nama 

d. tanda pengenal 

e. kancing 

f. kerah rebah 

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

h. nama daerah 

i. lambang daerah 

j.  celana panjang/rok 

k. sepatu hitam 
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C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Tenun lkat Motif Daerah NTT 

1.  Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Motif Daerah NTT Pria 

a 

d 

h 

b 

---► f 

C 

e 

£ 

Keterangan : 

a. papan nama 

b. kerah kemeja 

c. lencana korps pegawai republik indonesia 

d. tanda pengenal 

e. saku kemeja 

f. kemeja tenun ikat motif daerah NIT 

g. celana kain warna hitam 

h. sepalu pantofel warna hitam 
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2. Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Motif Daerah NTT Wanita 

a 

e 

f' 

d 

f 

g 

Keterangan : 
a. papan narna 
b. kerah kemeja 
c. Iencana korps pegawai republik Indonesia 
d. kemeja tenun ikat motif daerah ntt 
e. tanda pengenal 
f. rok/celana kain warna hitarn/tenun warna senada 
g. sepatu pantofel warna hitam\ 
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3. Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Motif Daerah NTT Wanita Berjilbab 

a 

d 

b 

C 

e 

f 

g 

Keterangan : 
a. papan nama 
b. lencana korps pegawai republik Indonesia 
c. tanda pengenal 
d. jilbab 
e. kemeja tenun ikat motif daerah ntt 
f. celana/rok kain warna hitam/tenun warna senada 
g. sepatu pantofel warna hitam} 
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D. Jcnis dan Model Pakaian Sipil Lengkap 

1 .  Pakaian Sipil Lengkap Pria 

b 

c « 

' 

- 

L 

l 

• d 

e 

r f 
I 

I 

I 

I 

Keterangan: 

a. dasi 

b. kancing 3 buah 

c. saku bawah tertutup 

d. kemeja putih lengan panjang 

e. belahan jahitan 

f. sepatu hitam 
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2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita 

a 

]} «  

C  

Keterangan: 

a. kancing 3 buah 

b. saku bawah tertutup 

c. sepatu hitam 

d. kemeja putih lengan panjang 

e. rok/celana panjang hitam 
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3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab 

• 

• d 

C « 

[ 

Keterangan: 

a. kancing 3 buah 

b. saku bawah tertutup 

c. sepatu hitam 

d. kemeja putih lengan panjang 

e. rok/celana panjang hitam 
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E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan 

1.  Pakaian Dinas Lapangan Pria 

n C 

' 

» f 
' b 
r1 1 

l 
!l 

c 

h 

d 

' 
• 

1 

Keterangan: 

a. tanda jabatan kerah 

b. papan nama 

c. nama Kementerian Dalam Negeri 

d. saku 

e. Jencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

f. nama satuan/unit kerja 

g. nama daerah 

h. lambang daerah 

i. tanda pengenal 

j. celana 

k. sepatu hitam 

• 
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2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita 

n e 

f 
I t r  -  

b  · l  
+  g  

(  

I  '  
h  

d  •  •  

•  I  

j  

le «  

Keterangan: 

a. tanda jabatan kerah 

b. papan nama 

c. nama Kementerian Dalam Negeri 

d. saku 

e. Jencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

f. nama satuan/unit kerja 

g. nama daerah 

h. lambang daerah 

i. tanda pengenal 

j. celana 

k. sepatu hitam 
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3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab 

• J 

a 
• 

. 

c a  f  ..  

b  
1  

•  

!- e  
I  t  p  

I  
h  

ct  •  
•  

•  l  

«d  

Keterangan: 

a. tanda jabatan kerah 

b. papan nama 

c. nama Kementerian Dalam Negeri 

d. saku 

e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

f. nama satuan/unit kerja 

g. nama daerah 

h. lambang daerah 
• tanda pengenal I. 

• celana J. 

k. sepatu hitam 
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F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar 
1. Pakaian Dinas Upacara Besar Pria 

a • g 

b .  »  h  

I  6  •  

I  •  r  C  «  
l o  

I  I  

d  
I  ° [  l  
I  

I  I  
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J  
I  
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\  

e  «  I  n  

l  4 +  I  k  

r  
I  

-  

•  •  

l  
-  

r  '  r  I  I  

'  -  -  

0  ◄  

I  

}  

• m  

l(eterangan: 
a. pet 
b. tanda jabatan bahu 
c. kcrah rcbah 
d. papan nama 
e. tanda jabatan saku 
f. kancing 4 buah 
g. kerneja putih 
h. dasi hitarn 
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. saku alas tertutup 
k. saku bawah tertutup 
!. ceJana putih panjang 
rn. sepatu pantofel warna putih bertali 
n. sambung baju 
o. sambung baju bawah ] 
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2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab 

' 

l I I 
V 

I 

\ 

\ 

} 
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/  
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l , >  
\  I  

I  
I  

I  
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h  
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. M e  

•  .r 
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I 

I 
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] 7  

I  

TH 

d « 

f «  

A ...,_  __ 

Keterangan: 

a. pet 

b. tanda jabatan bahu 

c. kerah rebah 

d. papan nama 

e. tandajabatan saku 

f. kancing 4 buah 

g. kemeja putih 

h. dasi hitam 

i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

j. saku atas tertutup 

k. saku bawah tertutup 

I. celana/rok putih panjang 

m. sepatu pantofel warna putih 
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3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita 

J 

I 

I 

r 

I 
h 

I 

• m  

«  

k  

•  

•  

w t  

•  

" h  

I  

I  
I  

I  I  

�\ 

I 

t u  

a  

b %  

f  «  

d  <  

€  4  

Keterangan: 

a. pet 

b. tanda jabatan bahu 

c. kerah rebah 

d. papan narna 

e. tanda jabatan saku 

f. kancing 5 buah 

g. saku bawah tertutup 

h. kemeja putih 

• dasi hitam 1. 

j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 

k. saku atas tertutup 

I. celana putih panjang 

m. sepatu pantofel wama putih 
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4. Pakaian Dinas Upacara Camat Pria 

I ) 
\, I 
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Keterangan: 
a. pet 
b. tanda jabatan bahu 
C. kerah rebah 
d. papan nama 
e. tanda jabatan saku 
f. kancing 4 buah 
g. kemeja putih 
h. dasi hitam 
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. saku atas tertutup 
k. saku bawah tertutup 
I. celana putih panjang 
m. sepatu pantofel warna putih bertali 
n. sambung baju 
o. sarobung baju bawah� 
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5. Pakaian Dinas Upacara Camat /Lurah Wanita Berjilbab 
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Keterangan: 
a. pet 
b. tandajabatan bahu 
c. kerah rebah 
d. papan nama 
e. tandajabatan saku 
f. kancing 4 buah 
g. kemeja putih 
h. dasi hitam 
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
j. saku atas tertutup 
k. saku bawah tertutup 
I. celana/rok putih panjang 
m. sepatu pantofel warna putiht 
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6. Pakaian Dinas Upacara Camat /Lurah Wanita 
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Keterangan: 
a. pet 
b. tandajabatan bahu 
c. kerah rebah 
d. papan nama 
e. tandajabatan saku 
f. kancing 4 buah 
g. saku bawah tertutup 
h. kemeja putih 
i. dasi hitam 
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
k. saku atas tertutup 
I. celana putih panjang 
m. sepatu pantofel warna putih� 

38 



G. Pakaian Seragam Batik Korp Pegawai Rcpublik Indonesia 
1 .  Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria 

a 

l) «  

C  

d  

'---• e 

f 

Keterangan: 
a. tanda jabatan 
b. papan nama 
c. celana panjang hitam 
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
e. tanda pengena1 
f. sepatu hitam} 
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2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita 

» f 

f 

h (l 

f «  

b  «  

a  

Keterangan: 
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama 
b. papan narna 
c. celana/rok panjang warna hitam 
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
e. tanda pengenal 
f. sepatu hitam } 
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3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita 
Berjilbab 

b « 

f 

t 

e 

« a 

ff «.  

Keterangan: 
a. tandajabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama 
b. papan nama 
c. celana/rok panjang warna hitam 
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia 
e. tanda pengenal 
f. sepatu hitam] 
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d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

e. PAPAN NAMA 

2 CM 

8CM 

f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH 

1,5 CM 

M E N T E R I A  
o~LAM N E G ~ p '  

6  CM 

p E M D A  
5MBA BARA7p% 

(A" 'g 
�  

g.  Lambang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 
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Logo Kabupaten 

Sumba Barat Daya 
• sesua1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

NOMOR 9 TAHUN 2008 

kerukunan, melambangkan 

1) Arti Logo 

a. Bintang yang ditempatkan paling atas pada Logo Daerah 

melambangkan keagungan dan kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Pita Sumba Barat Daya melambangkan ikatan kasih persatuan 

dan persaudaraan; 

c. Enam belas garis yang ditempatkan langsung di bawah nama 

daerah melambangkan legitimasi-yuridis berdirinya Kabupaten 

Sumba Barat Daya; 

d. Parang dan Tombak pada penunggang Kuda melambangkan 

sebagai benda bernilai budaya yang sangat tinggi dan sakral. Dan 

juga melambangkan tanda perdamaian antara pihak - pihak 

yang berselisih pada saat parang dan tombak diserahkan oleh 

dua pihak yang berselisih untuk dimusnakan atau disimpan 

dalam tempat tertentu; 

e. Tameng bulat ditengah 

kebersamaan, persatuan, persaudaraan, kekeluargaan, dialog, 

toleransi dan solidaritas serta perlindungan dan perjuangan; 

f. Rumah adat Sumba melambangkan pribadi, jati diri, martabat 

dan kebudayaan orang Sumba, juga melambangkan 

persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan 

kesatuan rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya; 

g. Dua tonggak pada bubungan rumah adat melambangkan 

keseimbangan hid up antara rohani dan jasmani; 

h. Gambar kuda dan penunggangnya melambangkan daya juang 

yang tinggi dan kewibawaan seorang Pemimpin; 

i. Padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran; 
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I 

j. Kamomol melambangkan harmoni kehidupan, keseimbangan 

tata kosmik dan tata sosial budaya dalam masyarakat Sumba 

karena bentuknya yang simetris;dan 

k. Garis hitam yang membatasi warna merah dan hijau pada Logo 

Daerah melambangkan suatu ketegasan sikap da komitrnen 

untuk sungguh berani berjuang demi pertumbuhan, 

perkembangan, keadilan dan kemakmuran Kabupaten Sumba 

Barat Daya. 

I. Semboyan logo daerah dalam bentuk peribahasa : "LODA WEE 

MAR1NGI PADA WEE MALALA" berarti tanah yang terberkati, 

subur dan Makmur, daerah yang sejuk dan segar. 

2) Warna 
a. merah melambangkan keberanian untuk maju berkembang dan 

menghadapi tantangan, membela yang benar dan semangat 

juang yang tinggi; 

b. putih melambangkan kejujuran dan keiklasan hati dalam kata 

dan tindakan; 

c. hijau melambangkan harapan untuk bertumbuh dan 

berkembang/maju sekaligus melogokan kemakmuran dan 

keadilan; 

d. hitam melambangkan keteguhan dan keabadian; 

e. kuning melambangkan keluruhan, keagungan dan kejayaan; dan 

f. cokelat melambangkan kematangan dan keseriusan dalam 

membangun dan melaksanakan komitrnen. 

3) Kuantitas objek memuat: 

a. dua puluh dua (22) butir padi melambangkan tanggal berdirinya 

Kabupaten Sumba Barat Daya 

b. lima (5) kapas mekar melambangkan bulan berdirinya 

Kabupaten Sumba Barat Daya; dan 

c. angka 2007 melambangkan tahun berdirinya Kabupaten Sumba 

Barat Daya. 
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h. Tanda Pengenal 

1. Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; 

• 4. d f  
iii4iii 

PEMERINTAM DAERAH 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

r 

4a% Lenk dam G«far 

N I P  A 1 I I 1 I I 2 2 2 2 2 2  3 3 3  

II IIIIIIII IIIIII III IL 

min dan G r  

alt/of@nan 

NI. ii1iii1z23 

2. Biru untuk pejabat administrator; 

4 h o d 4 h f  
ti1it1naaa 

rt.ri 0.rl 

M p . t h  0 a l l  

t e trl. t e l  

•  00.. 

e l . .  t  

I  - 

EMERINTAH DAERAH 

KAUPATEN SUMBA ARAY DA YA 

NI I 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  3a33 

I III[II IIIIIIIIIIIIN 

N m 4 n a n  4hf 

amt/Glor 

WI. 4111111a 33 
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3. Hijau untuk pejabat pengawas; 

PEMERIN'TAM DAERAH 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

• 
t . . 4 .  

.,. 4 i i 1 i n n  

t  h t  

ti4fr$. er.tr 

l 0 . l  
•  

.. , rt '. 
ht4tf .f%.bl 

Lr rte 04 

4 p l  0nil 

NI L i 1 4 4 1 4 2 2 2 2 2  33 

11111111111111 101111111111111111 Ill 

Nam A p e  oh 

ant/Goonan 
NI#. A11111112222223 

4. Orange untuk pejabat pelaksana; dan 

PEMERNTAM DAERAH 

KABUPATEN SUMBA BARAY DAYA 
mt Kr 

0 0. .  h  

1 i i 1 i i 3  

en.  hb. 

t r« rt 4 t r  

li l. 

L 

t 6kretarl 0al 

pad dl 0 0 an d  

dn Lenig dan 0elr 

NM i i i 1 i z z 2 a2 z  3  

llll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

don. A n d o n  .r  

an.kt/Gfona 

NI. A 1 1 1 1 1 1 2 2 3  
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5. Abu-abu untuk pejabat fungsional. 

PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SUMBA BARAY DAYA 

de. d e. 4 i d 4  
ti1ii1a 

th444. t r 4 e l 6  
ah 0nil 

A l t 4 t or  ti fl 

- 
.6rotri 4rah 

4pad ah 0rad 

NIP I 1 1 1 I 1 1 1 2 2 2 R E 2  31313J 

llll 111111 1 1 1 18111111111111111111 1 

Arna L n p d a  getar 

Ant/@olonan 
NI. 1111111222222 333 
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2. IKAT PINGGANG 

NO Ikat Pinggang 

1. Lambang Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat Daya 

Penggunaan 

Digunakan oleh ASN Pemerintah 

Kabupaten Sumba Barat Daya 

3. SEPATU 

NO JENIS SEPATU PENGGUNAAN KETERANGAN 

dan/atau 

dominan hitam 

1. Dapat dikenakan pada saat a. sepatu yang 

menggunakan Pakaian dikenakan dapat 

Dinas Harian, Pakaian berbentuk 

Dinas Lapangan dan pantofel 

seragam batik Korps maupun 

Pegawai Republik sneakers 

Indonesia b. sepatu harus 

berwarna hitam 

2. Dikenakan pada Sepatuyang 

saat dikenakan 

menggunakan berbentuk 

Pakaian Sipi l pantofel 

Lengkap berwarna hitam 

• 
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3. Dikenakan pada Sepatuyang 
• 

• saat dikenakan 
menggunakan berbentuk 

' • Pakaian Dinas pantofel 
A upacara camat berwama putih 

dan lurah 
a 

J. JILBAB 

NO JENIS PAKAIAN DINAS WARNA JILBAB 
1 .  Pakaian Dinas Harian khaki Kuning Mustard 
2. Pakaian Dinas Harian putih KhakiMuda 
3. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/khas Sesuai dengan baju 

daerah tanpa motif 
4. Pakaian Dinas lapangan Hitam 
5. Pakaian Sipil Lengkap Merah 
6. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Mitam 
7. Pakaian Dinas upacara Putih 

) 

• 

- 
'< 

TU NGAD! AONNU 'ULLA 
R +  

(BUPAT1 S] jB}' BARAT DAYA, 

, 

• 
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